BAB   I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu unsur satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyelenggarakan pemerintahan  daerah diwajibkan melakukan pengukuran kinerja dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 dengan menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP).
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan/Kinerja Instansi Pemerintah dan rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik Tahun Anggaran.  
B. STRUKTUR,TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor  14 Tahun 2010. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari :
1. 1 (satu) Kepala Badan.
2. 1 (Satu) Sekretaris Badan.
3. 3 (tiga) Kepala Bidang.
4. 6 (Enam) Kepala Sub Bidang.
5. 2 (dua) Kepala Sub Bagian. 
1. Kepala Badan.

2. Sekretaris Badan terdiri atas dua sub bagian yaitu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan

b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan. 

3. Kepala Bidang ldeologi,
Wawasan
Kebangsaan
dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama terdiri atas dua sub bidang yaitu:
a. Sub Bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
b. Sub Bidang Ketahanan Ekonorni, Sosial, Budaya dan Agama.
4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas dua sub bidang yaitu:

a. Subbidang Politik Dalam Negeri;
b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
5.  Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas dua sub bidang yaitu:

a. Subbidang
Kewaspadaan
Dini
dan
Kerjasama Intelijen;
b. Subbidang Penanganan Konflik.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam meyelenggarakan urusan tersebut diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai rincian tusan dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

A. Kepala Badan :

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik serta pengelolaan sistem informasi;

c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;

d. pelaksanaan administrasi Badan ;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik;

f. pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);

g. pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi badan; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

B. Sekretariat.



Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. koordinasi dan penyusunan program  dan  anggaran  di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten;
b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten;
e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
1) Subbagian Umum dan Kepegawaian.



Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol,  perlengkapan  dan  rumah  tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian uraian tugas:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. melakukan urusan tata usaha, persuratan dan kearsipan;

c. melakukan
urusan
rencana
kebutuhan
dan
usulan
pengembangan pegawai;

d. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;

e. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;

f. menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

g. mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi

h. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

i. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;

j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

l. melakukan
penyiapan
bahan
administrasi
pengadaan,
penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah;

m. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;

n. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

o. melakukan
telaahan
dan
penyiapan
bahan
penyusunan
peraturan perundang-undangan;

p. melakukan
penyusunan
laporan
kegiatan
Subbagian
Umum
dan Kepegawaian; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

2) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.




Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program  dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan     evaluasi,    penyusunan    laporan     kinerja  serta    melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Penyusunan Program mempunyai uraian tugas:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Penyusuanan dan Keuangan;

b. melakukan
penyiapan
bahan
koordinasi
dan
penyusunan
rencana, program dan anggaran Dinas;

c. menyiapakan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;

d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;

e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di lingkungan Dinas;

g. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

i. melakukan penyusunan laporan kinerja lingkungan Dinas;

j. melaksanakan urusan administrasi keuangan;

k. melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;

l. melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;

m. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;

n. melakukan penyusunan laporan keuangan;

o. melakukan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

C. Bidang Ideologi,
Wawasan   Kebangsaan
dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
Kepala Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan  sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.



Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang  ldeologi,   Wawasan   Kebangsaan   dan   Ketahanan  Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan  program  kerja  di  bidang  ideologi, wawasan kebangsaan,  bela  negara,  karakter  bangsa,   pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial,dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika  serta  fasilitasi  kerukunan  umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat  beragama  dan penghayat kepercayaandi wilayah provinsi;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan  penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat  beragama  dan penghayat kepercayaandi wilayah provinsi;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat  beragama dan  penghayat kepercayaan di wilayah provinsi;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah provinsi;dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
1) Subbidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan
Kepala Sub Bidang ldeologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan      penyiapan      bahan      penyusunan        program  kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta  monitoring,  evaluasi,  dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
2) Subbidang Ketahanan Ekonorni, Sosial, Budaya dan Agama Pasal 10
Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonorni, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan  ekonorni, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan  penghayat kepercayaan.
D. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan



Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa  dan  Politik  Provinsi  di bidang  pendidikan  politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi  kelembagaan  pemerintahan, perwakilan  dan   partai  politik,  pemilihan  umum/pemilihan  umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa  ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.



Tugas Kepala Bidang Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan   program   kerja    di   bidang    pendidikan politik, etika budaya     politik,  peningkatan   dernokrasi,  fasilitasi   kelembagaan pernerintahan, perwakilan  dan  partai  politik, pemilihan  umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran orrnas, pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa orrnas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik,  etika   budaya     politik,  peningkatan   demokrasi,   fasilitasi kelembagaan    pernerintahan,   perwakilan    dan    partai    politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran orrnas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
c. pelaksanaan  kebijakan   di  bidang   pendidikan  politik, etika  budaya politik,       peningkatan        demokrasi,        fasilitasi        kelembagaan pemerintahan,      perwakilan      dan      partai      politik,     pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
d. pelaksanaan  koordinasi  di  bidang   pendidikan  politik, etika  budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan   pemerintahan, perwakilan  dan  partai  politik, pemilihan   umum/pemilihan  umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
e. pelaksanaan     monitoring,     evaluasi,     dan     pelaporan  di  bidang pendidikan     politik,  etika   budaya   politik,  peningkatan   demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,  perwakilan  dan  partai  politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
1) Subbidang Politik Dalam Negeri
Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi,  dan    pelaporan di  bidang   pendidikan  politik, etika budaya  politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi   kelembagaan   pemerintahan,   perwakilan   dan   partai   politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan
Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan  kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan,  koordinasi,  monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
E. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik



Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan  orang  asing, tenaga   kerja  asing   dan   Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang  kewaspadaan, serta penanganan konflik.



Tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan  orang asing, tenaga   kerja  asing  dan   Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar  negara,  fasilitasi  kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah k a b u p a t e n ;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga  kerja  asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan  antar  negara,  fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah k a b u p a t e n ;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga   kerja  asing  dan   Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar  negara,  fasilitasi  kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
e. pelaksanaan     monitoring,     evaluasi,     dan     pelaporan  di    bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
1) Subbidang
Kewaspadaan Dini
dan
Kerjasama Intelijen 
Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan  kebijakan,  koordinasi,  monitoring,  evaluasi,  dan pelaporan  di  bidang  kewaspadaan  dini,   kerjasama   intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan  perbatasan  antar  negara,  serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

2) Subbidang Penanganan Konflik
Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan  pelaporandi bidang penanganan konflik.
F. Kelompok Jabatan Fungsional




Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;




Kelompok Jabatan Fungsional bertugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, antara lain sebagai berikut :
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada peraturan ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan ;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per Desember 2020 terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) pegawai negeri sipil, 10 (sepuluh) tenaga kontrak daerah, 3 (Tiga) Tenaga sukarela  dan 8 (Dealapan) ptt kegiatan. Adapun daftar nama berdasarkan urut kepangkatan adalah sebagai berikut : 
	No
	Nama
	Jabatan
	Gol/
Ruang
	Eselon
	Ket

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	PEGAWAI NEGERI SIPIL


	1
	Abdul Hamid, S.Pd

	Kepala Badan
	IV/b
	II.b
	

	2
	H. Burhanuddin,S.Sos,I
	Plt.Sekretaris Badan
	III/c
	III/a
	

	3
	Syaifullah,S.STP
	Kabid Politik Dalam Negeri & Ormas

	III/c
	III/b
	

	4
	Dilla Ade Kayanti, SE
	Kabid Iwasbang Ekososbud

	III/c
	III/b
	

	5
	H.Burhanuddin,S.Sos,I
	Kabid Kewaspadaan Nasional dan PK
	III/c
	III/b
	

	6
	Drs. Amiruddin DH,M.Si
	Kasubbid Ideologi & Wasbang
	IV/a
	IV/a
	

	7
	Nurjannah Juliarti, SE
	Kasubbid Ekososbud
	III/c
	IV/a
	

	8
	Henny Sasmitha, ST
	Kasubbid Penanganan Konflik
	III/c
	IV/a
	

	9
	Ulpah, SH
	Kasubbid Kewaspadaan Dini & Kerjasama Intelijen
	III/c
	IV/a

	

	10
	Ahmad Efendy, S.AP
	Kasubbid Poldagri
	III/c
	IV/a
	

	11
	Burhanuddin, S.AP
	Kasubbid Ormas
	III/c
	IV/a
	

	12
	Hayatullah Khumaini, SE
	Kasubbag Penyusunan Program & Keuangan
	III/d
	IV/a
	

	13
	Muhammad Ahmad, S.AP
	Kasubbag Umum & Kepegawaian
	III/d
	IV/a
	

	14
	Maman Firmansyah, SE
	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan PK
	III/a
	-
	

	15
	Karyadi
	Staf Bidang Ideologi & Ekososbud
	II/d
	-
	

	16
	Ahmad
	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan PK
	II/c
	-
	

	17
	Sofyan
	Staf Bidang Ideologi & Ekososbud
	II/c
	-


	

	18
	Adi Jayadi
	Staf sub bagian Umum & Kepegawaian
	II/b
	
	

	19
	Sri Hariyati
	Staf sub bagian Penyusunan Program & Keuangan
	II/c
	
	

	20
	Dedi Iskandar
	Staf Bidang Poldagri & Ormas
	II/b
	
	

	21
	ST. Saifah
	Staf Penyusunan Program dan Keuangan
	I/d
	-
	

	22
	Muhammad Tahir
	Staf Bidang Kewaspadaan Nasional dan PK
	II/d
	-
	

	23
	Zulfitriani
	Bidang Kewaspadaan Nasional dan PK
	II/c
	-
	

	PEGAWAI TIDAK TETAP


	1 
	Ariful Yahya.,S.P
	Staf
	-
	-
	Kontrak Daerah

	2
	Ardiansyah
	Staf 
	-
	-
	Kontrak Daerah

	3
	Denjisana.,S.Pd
	Staf 
	-
	-
	Kontrak Daerah

	4
	Egit Irman Fadeta.,S.Pd
	Staf
	-
	-
	Kontrak Daerah

	5
	Hasanuddin

	Staf 
	-
	-
	Kontrak Daerah

	6
	Hattamuddin
	Staf 
	-
	-
	Kontrak Daerah

	7
	Paimin
	Staf
	-
	-
	Kontrak Daerah

	8
	Sahrul Bahri
	Staf
	-
	-
	Kontrak Daerah

	9
	Syaifullah
	Staf
	-
	-
	Kontrak Daerah

	10
	Edy Kusnady, A.Md
	Staf
	-
	-
	Kontrak Daerah

	Tenaga Sukarela



	
	
	
	
	
	

	1
	Ahmad
	Staf 
	-
	-
	Tenaga Sukarela

	2
	Ovi Putra Pandinata, SE
	Staf 
	-
	-
	Tenaga Sukarela

	3
	Hendra, SE
	Staf
	-
	-
	Tenaga Sukarela

	PTT Kegiatan



	1
	Bilhusnah.,S.Pd



	Staf 
	-
	-
	PTT Kegiatan

	2
	Huliya Latifah,A.Md
	Staf 
	-
	-
	PTT Kegiatan

	3
	Roni Noval Putra Arta.,S.Adm

	Staf 
	-
	-
	PTT Kegiatan

	4
	Rosida


	Staf 
	-
	-
	PTT Kegiatan

	5
	Eva Agusrini, SE
	Staf 
	-
	-
	PTT Kegiatan

	6
	Hania, SE
	Staf 
	-
	-
	PTT Kegiatan

	7
	Salam Juliansyah A
	Staf
	-
	-
	PTT Kegiatan

	8
	Jumatahir
	Staf
	-
	-
	PTT Kegiatan


C. ISU-ISU STRATEGIS
· Bidang Politik

Untuk memantapkan stabilitas politik, harus dilakukan upaya-upaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta makin mantapnya peningkatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Kurangnya pengetahuan tentang politik di tengah masyarakat menjadi salah satu penghambat jalannya demokrasi secara efektif, efisien dan stabil sehingga dapat memicu adanya perpecahan melalui isu perbedaan pilihan politik.

· Bidang Ekonomi

Gejolak perekonomian nasional terutama fluktuasi harga kebutuhan dasar masyarakat, sangat berpengaruh terhadap pembangunan bidang ekonomi di daerah. Adapun pengaruh-pengaruh yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat adalah semakin menurunnya kemampuan daya beli masyarakat yang dibarengi dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut diatas dipengaruhi lagi dengan terbatasnya lapangan kerja yang tersedia dan meningkatnya jumlah tenaga kerja sehingga akan menambah jumlah pengangguran dan menciptakan kesenjangan ekonomi. Kondisi seperti ini tentu sangat rentan menimbulkan terjadinya kerawanan sosial seperti pencurian dan pelanggaran hukum lainnya.

- Bidang Keamanan dan Ketertiban

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumbawa Barat sangat dipengaruhi oleh kondisi aspek kehidupan yang lain, terutama kondisi ekonomi. Kemampuan daya beli masyarakat yang semakin menurun dibarengi dengan naiknya harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja sehingga menambah jumlah pengangguran  dan kesenjangan ekonomi tentu mengakibatkan beban hidup yang semakin berat bagi masyarakat. Kondisi seperti ini cenderung menimbulkan dan membuka peluang terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Disamping itu, menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengalamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan beredarnya penyakit-penyakit sosial seperti pelacuran, perjudian, minuman keras, kekerasan pada anak, dan lain-lain, yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, dimana semua orang dapat mengakses informasi yang mengandung unsur ujaran kebencian dan informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sumbawa Barat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahwa program wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat diwujudkan sepenuhnya, karena masih ada penduduk usia SD/MI, dan SMP/MTS yang belum mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan. Disamping itu permasalahan lain yang terkait dengan dunia pendidikan adalah masih rendahnya kuantitas, kualitas dan distribusi guru pada berbagai jenjang pendidikan serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.

-  Agama

Mayoritas penduduk di Kabupaten Sumbawa Barat beragama Islam sebanyak 264.080 jiwa, diikuti yang beragama Hindu sebanyak 10.400 jiwa, Katolik sebanyak 1.860 jiwa, Protestan sebanyak 1.591 jiwa dan yang paling sedikit beragama Budha sebanyak 379 jiwa. Sampai saat ini, kondisi kerukunan antar umat beragama di kabupaten Sumbawa Barat terbina dengan baik. Nilai-nilai kerukunan yang meliputi toleransi, saling menghormati dan menghargai antar umat beragama senantiasa teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus-kasus perusakan terhadap rumah ibadat dan konflik yang bernuansa agama tidak pernah ter jadi di Kabupaten Sumbawa Barat. Namun demikian, tetap diperlukan kewaspadaan akan muncul dan berkembangnya aliran kepercayaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ideologi kebangsaan yang dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan dan konflik keagamaan di masyarakat.
· Kebudayaan

Kabupaten Sumbawa Barat dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku yang mempunyai budaya yang berbeda-beda. Suku terbesar sebagai suku asli adalah suku Sumbawa Barat dan hidup berdampingan dengan suku-suku lain sebagai suku pendatang yaitu suku-suku Bugis, Sasak, Mbojo, Jawa, Madura dan Bali. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik apabila tingkat kesadaran masayarakat akan pentingnya toleransi dan daya tangkal masyarakat terhadap isu-isu SARA rendah. 

· Organisasi Kemasyarakatan dan LSM.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat, peran dan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat sangat penting, termasuk Orkesmas dan LSM.

Salah satu ciri penting dalam organisasi kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Warga masyarakat bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini jumlah organisasi kemasyarakatan dan LSM di Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) lembaga. Namun untuk penanganan  ormas di Kabupaten Sumbawa Barat belum memiliki payung hukum sehingga pelaksanaannya belum maksimal. 
BAB II

PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 mengacu kepada rencana strategis Badan Kesatuan dan Politik Tahun 2016-2021. Rencana strategis tersebut memiliki beberapa komponen yang terdiri atas : visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan/sasaran yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program. 
1.  MISI
 Misi Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021.
Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi kabupaten yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Sumbawa Barat adalah misi ketiga yaitu mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan public yang berkualitas dan bermanfaat. Adapun hak-hak dasar harus dipenuhi dalam hal ini adalah hak berpolitik, hak-hak sipil dan hak berdemokrasi.
 Misi Kementerian Dalam Negeri dan Bakesbangpoldagri NTB mejadi acuan  misi Kantor Kesbangpoldagri KSB periode 2016 - 2021 dengan tetap memperhatikan keselarasan terhadap  misi daerah.

        2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian/keberhasilan atau kegagalan. Faktor ini diperlukan sebagai faktor  pendukung utama  strategi pilihan  dalam  mencapai tujuan  yang  ditetapkan  Dari  hasil analisa dan pengkajian, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :
1. Komitmen pemerintah dengan paradigma baru pemerintahan.

2. Kesadaran dan kemauan masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai demokrasi dan toleransi.

3. Komunikasi, interaksi sosial dan partisipasi masyarakat.

4. Dukungan dan peran serta masyarakat, Parpol/Ormas, Toga/Toma, LSM dan Perguruan Tinggi.

5. Sumberdaya yang memadai.

6. Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik.

7. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik,

8. Pengawasan yang efektif dan transparan.
        B. TUJUAN DAN SASARAN

· Tujuan
Tujuan pada dasarnya merupakan pencerminan dari Tupoksi Perangkat Daerah yang secara keseluruhan terjabarkan pada tugas pokok dan fungsi eselon II,II dan IV.

· Sasaran

Sasaran merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung tujuan atau mendukung tugas pokok tersebut.
Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Sumbawa Barat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA 
	NO
	Sasaran
	Indikator Kinerja
	Target

	
	
	
	Satuan
	

	1
	2
	3
	4
	1

	1
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi SKPD
	Realisasi anggaran
	%
	95

	
	
	Nilai SAKIP
	kategori
	B

	2
	Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
	Tingkat berkembangnya potensi isu SARA di daerah
	%
	0

	3
	Meningkatnya efektifitas pencegahan konflik di daerah
	Tingkat kewaspadaan dini terhadap isu konflik
	%
	100

	4
	Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada/pemilu
	%
	85


D. PERJANJIAN KINERJA 

	No
	Sasaran
	Indikator tujuan /sasaran
	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun 2020

	1
	3
	4
	5

	I
	
	Indeks Demokrasi Indonesia
	85

	
	Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
	Tingkat berkembangnya potensi isu SARA didaerah
	0%

	
	Meningkatnya efektivitas pencegahan konflik di daerah
	Tingkat kewaspadaan dini terhadap isu konflik
	100%

	
	Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu
	85%



	II
	
	Tingkat pelayanan sesuai SOP
	100%

	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal SKPD
	Realisasi Anggaran
	95%

	
	
	Nilai SAKIP
	B


Dokumen perjanjian kinerja terlampir pada laporan ini 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan gambaran Anggaran dan Sumber Daya tahun 2020 yang telah dialokasikan dan dapat diketahui tingkat capaian kinerja serta kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.  
A. Capaian Kinerja.

SASARAN 1: Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat
· Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran” Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat” adalah dengan telah terbentuknya Forum-forum / mitra kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat yang telah terbentuk dan berjalan sejak tahun 2016 dan masih aktif hingga saat ini namum masih belum maksimal karena forum dimaksud masih sebatas tingkat kabupaten, sementara menurut surat edaran dari Menteri Dalam Negeri harus dibentuk hingga tingkat desa/kelurahan dengan tujuan sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan sasaran yang dimaksud, adapun forum/mitra kerja  yang dimaksud terdiri dari :

a. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) mempunyai tugas sbb :

· Menjaring aspirasi masyarakat dibidang Pembauran Kebangsaan;
· Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi Pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
· Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan;
· Merumuskan rekomendasi kepada Bupati Sumbawa Barat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan;
· Membantu Kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
· Memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait dalam Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.
b. Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) mempunyai tugas sbb :

· Menjaring aspirasi masyarakat dibidang Aliran Kepercayaan;
· Menyelenggarakan Forum dialog dengan pimpinan organisasi Keagamaan yang ada di tengah-tengah Masyarakat;
· Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan Aliran Kepercayaan;
· Merumuskan rekomendasi kepada Bupati Sumbawa Barat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan aliran kepercayaan;
· Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan kerukunan umat beragama;
· Memfasilitasi hubungan kerja Antara Kelompok Kerja Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan.
c. Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas sbb :

· Menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Sumbawa Barat;
· Menyusun uraian tugas kepengurusan;
· Melaksanakan pertemuan secara rutin antara lai berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
· Melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja
· Melakukan kerjasama dengan PPWK provinsi dan kabupaten /kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
· Memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
· Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
d. Kader Bela Negara mempunyai tugas  sbb:
· Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan upaya peningkatan kesadaran bela Negara;
· Menyusun program kerja kegiatan pembentukan dan pembinaan kader bela Negara;
· Mengkoordinasi dan menfasilitasi kegiatan pembentukan dan pembinaan kader bela Negara;
· Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Sumbawa Barat.
e.  Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai luhur budaya bangsa di kabupaten sumbawa barat.
· Pencapaian keberhasilan  indikator kinerja tersebut didukung oleh keselarasan sasaran dengan program/kegiatan  yaitu Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan meliputi:
1. Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

2. Penyelarasan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
3. Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
4. Pembentukan dan Pembinaan Kader Bela Negara
5. Pendidikan Wawasan kebangsaan 
·  Pencapaian sasaran ” Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat” dengan indikator  tidak terdapat indikasi isu SARA sehingga capaian kinerja mencapai target, didukung oleh anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 200.000.000,- sampai 31 Desember 2020 terealisasi Rp. 197.789.042,- terdapat efisiensi anggaran  mencapai 1,11 persen dengan pencapaian fisik 98,89 persen.

 SASARAN 2: Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Konflik di Daerah 

· Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas pencegahan konflik di daerah dalam mencapai target suatu kegiatan  adalah dengan telah terbentuknya Forum-forum / mitra kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari :
a. Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) mempunyai tugas sbb:
· Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data, informasi, bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber yang berhubungan dengan ijin tinggal orang asing dan tenaga kerja asing.
b. Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) mempunyai tugas sbb:
· Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, gejala dan peristiwa  bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
· Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati Sumbawa Barat mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
c. Penanganan konflik sosial mempunyai tugas sbb:
· Menyusun rencana aksi terpadu penenaganan konflik sosial tingkat kabupaten/kota.
· Mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik dalam skala kabupaten/kota.

· Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penangannya.

· Melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini.

· Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik, dan

· Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
· Tim Monitoring evaluasi dan pelaporan situasi serta kondisi daerah mempunyai tugas sbb:

· Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal di daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

· Menjaring, mengumpulkan dan melaporkan segala jenis kejadian/konflik yang akan, tengah dan telah terjadi kepada kepala daerah secara berkesinambungan.
· Pencapaian keberhasilan  indikator kinerja tersebut didukung oleh keselarasan sasaran dengan program/kegiatan  yaitu Program Pengkajian Masalah Startegis dan Penanganan Konflik Daerah meliputi:

1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Situasi Serta Kondisi Daerah 

2. Penyelarasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

3.  Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
4. Penanganan Konflik Sosial 
Pemerintah
· Masih belum maksimalnya sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak suara   pada pilkada/pemilu.
.
· Program kegiatan yang menunjang sasaran Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada pemilu yaitu Program Pendidikan Politik Masyarakat meliputi:

1. Penyusunan kebijakan politik masyarakat

2. Sosialisasi Pilkada/Pemilu bagi Pemilih pemula

3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

4. Pemantauan pelaksanaan pilkada/pemilu

5. Verifikasi administrasi parpol

6. Bimbingan teknis kelembagaan bagi orpol/ormas dan LSM 
B. Realisasi Anggaran.
	No
	Sasaran
	Indiaktor Kinerja
	Uraian (Program/Kegiatan)
	Pagu 
	Realisasi
	%

	1.
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja internal SKPD.


	Realisasi Anggaran
	Program Pelayanan adminstrasi perkantoran
	
	
	

	1.2
	
	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	19,020,000
	7,455,500
	39,20

	1.6
	
	
	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
	41,475,000
	41,471,000
	99,99

	1.12
	
	
	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
	8.020,000
	8,020,000
	100.00

	1.16
	
	
	Penyediaan Jasa Publikasi
	12,463,000
	12,463,000
	100

	1.20
	
	
	Penyediaan jasa administrasi perkantoran
	346,676,000
	334,676,000
	96.54

	
	
	
	Pengelolaan Kearsipan Perangkat Daerah
	7,720,000
	7,720,000
	100

	
	
	
	Pengurusan Administrasi Barang Perangkat Daerah
	3,753,000
	3,753,000
	100

	2
	
	
	Program Peningkatan sarana & prasarana aparatur
	
	
	

	2.7
	
	
	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional
	392,575,000
	392,575,000
	100

	
	
	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	75,415,000
	75,415,000
	100

	2.9
	
	
	Pengadaan peralatan gedung kantor
	106,760,000
	106,760,000
	100

	2.22
	
	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
	16,366,000
	11,646,000
	71,17

	2.28
	
	
	Pemeliharaan perlengkapan dan Peralatan Kantor
	3,715,000
	3,715,000
	100

	
	
	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	21,425,460
	21,425,460
	100

	
	
	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
	21,425,460
	21,425,460
	100

	6
	
	
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan
	
	
	

	6.4
	
	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
	10,535,000
	10,185,000
	96,68

	
	
	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
	9,425,000
	8,990,000
	95,38

	
	
	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 
	8,715,000
	8,365,000
	95,98

	9
	
	
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan  Keuangan Perangkat Daerah


	23,267,500,
	22,772.500,
	97,87

	9.10
	
	
	Pengurusan Adminstrasi Keuangan
	23,267,500,
	22,772.500,
	97,87

	
	
	
	Program Peningkatan Penataan Adminstrasi Kepegawaian
	18,410,000
	18,040,000
	97,99

	
	
	
	Pengurusan Administrasi Kepegawaian
	18,410,000
	18,040,000
	97,99

	
	
	
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan
	
	
	

	
	
	
	Penyusunan Indikator Kinerja Utama
	3,370,00
	3,120,000
	92,58

	
	
	
	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
	2,790,000
	2,790,000
	100

	
	
	
	Peyusunan Renja SKPD
	7,211,000
	7,141,000
	99,03

	
	
	
	Penyusunan RKA/RKAP dan DPA/DPPA
	8,715,000
	8,365,00
	95.98

	
	
	
	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
	7,665,000
	7,665,000
	100

	
	
	
	Penyusunan Renstra
	2,860,000
	2,610,000
	91,26

	
	
	
	Penyusunan SOP
	11,265,000
	6,620,000
	58,77

	21
	Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.


	Tingkat berkembangnya potensi isu SARA di daerah
	Program Pengembangan wawasan kebangsaan
	
	
	

	21.2
	
	
	 Sosialisasi Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa


	31,055,000
	30,715,000
	98,91

	21.5
	
	
	Penyelerasan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)
	5,848,000
	5,458,000
	93,33

	21.6
	
	
	Penyelenggaraan Forum pembauran kebangsaan (FPK)

	47,504,500
	40,369,500
	84,98

	21.9
	
	
	Pembentukan dan Pembinaan Kader Bela Negara
	20,700,000
	18,197,000
	87,91

	
	
	
	Pendidikan Wawasan kebangsaan (PWK)
	14,526,000
	13,416,000
	92,36

	
	
	
	Pembinaan Kampung Madani
	15,690,000
	15,030,000
	95,79

	
	
	
	Penyelarasan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
	7,600,000
	7,350,000
	96,71

	22
	Meningkatnya efektifitas pencegahan konflik di daerah.


	Tingkat kewaspadaan dini terhadap isu konflik
	Program Pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik daerah
	
	
	

	22.1
	
	
	Monitoring evaluasi dan pelaporan situasi serta kondisi daerah
	32,150,000
	32,105,000
	99,86

	22.2
	
	
	Penyelarasan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
	38,290,000
	37,340,000
	97,52

	22.4
	
	
	Penyelarasan Pemantauan Orang Asing dan Ormas Asing
	13,079,000
	13,034,000
	99,66

	22.6
	
	
	Penanganan konflik sosial


	50,449,000
	49,984,000
	99.08

	
	
	
	Penanganan Desa Bersinar Narkoba ( Desa Bersinar )
	59,085,000
	53,105,000
	89,88

	23
	Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat.
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu
	Program Pendidikan politik masyarakat
	525,725,000
	242,655,000
	96.02

	23.3
	
	
	Sosialisasi Pilkada/Pemilu
	78,295,000
	77,455,000
	98,93

	23.10
	
	
	Monitoring dan Evaluasi Ormas 
	14,965,000
	14,920,000
	99,70

	23.13
	
	
	Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia ( IDI)
	43,412,000
	41,162,460
	94,82

	
	
	
	Verifikasi Adminstrasi Parpol
	15,475,000
	15,455,000
	99,81

	23.14
	
	
	Pemantauan Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
	170,475,000
	162,355,000
	95,24

	
	
	
	Bimbingan Teknis Kelembagaan Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik/LSM
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	0,00
	0,00
	0,00

	Jumlah Keseluruhan
	
	4,237,302,181,
	4,042,005,965
	95,39


BAB IV
PENUTUP
Sesuai ketentuan yang berlaku bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat disusun sebagai wujud tertulis pertanggungjawaban yang berisi informasi dan saran yang telah diolah sesuai Tupoksi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri telah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik  dan selama tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan dukungan dan kekuatan yang dimiliki berupa tugas pokok dan fungsi organisasi serta dukungan dana APBD Kabupaten Sumbawa Barat. Namun tentu saja hasil yang diperoleh belum optimal karena adanya beberapa kendala dari kelemahan.
Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan memprogramkan  pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program penataan sistem administrasi arsip kepegawaian, Program  peningkatan sistem perencanaan keuangan perangkat daerah, Program pengembangan wawasan kebangsaan, Program pengkajian masalah strategis dan penanganan konflik daerah, program pendidikan politik masyarakat yang terinci dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
Taliwang,  6 Januari 2021
Badan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
ABDUL HAMID, S.Pd
Pembina TK.I ( IV/b )
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